
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.235, 2019  ADMINISTRASI. Kementerian.Badan Usaha Milik 

Negara.  

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81 TAHUN 2019   

TENTANG 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Pembentukan 

Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 

2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden 

tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

         

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang 

Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan 

Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan 
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(Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan 

Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha 

Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4305); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang 

Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 

Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272); 

  6.  Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 

Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 202); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN BADAN 

USAHA MILIK NEGARA. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 1 

(1) Kementerian Badan Usaha Milik Negara berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

(2) Kementerian Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh 

Menteri. 

 

Pasal 2 

(1) Dalam memimpin Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai 

dengan penunjukan Presiden. 
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(2) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri. 

(3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri 

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. 

(4) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: 

a.  membantu Menteri dalam perumusan dan/atau 

pelaksanaan kebijakan kementerian; dan 

b.  membantu Menteri dalam mengoordinasikan 

pencapaian kebijakan strategis lintas unit 

organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau 

eselon I di lingkungan kementerian. 

 

Pasal 3 

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan 

unsur pemimpin kementerian. 

 

Pasal 4 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan 

usaha milik negara. 

 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang 

pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, 

penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, 

penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, 

restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan 

perundang-undangan, manajemen sumber daya 

manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan 

manajemen risiko badan usaha milik negara; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, 

penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, 
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penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, 

restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan 

perundang-undangan, manajemen sumber daya 

manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan 

manajemen risiko badan usaha milik negara; 

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara; 

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 

menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara; dan 

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 

 

BAB II 

ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 6 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara terdiri atas: 

a. Wakil Menteri I; 

b. Wakil Menteri II; 

c. Sekretariat Kementerian; 

d. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; 

e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan 

Informasi; 

f. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko; 

g. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis; 

h. Staf Ahli Bidang Industri; dan 

i. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah. 
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Bagian Kedua 

Wakil Menteri 

 

Pasal 7 

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Wakil Menteri juga melaksanakan 

sebagian tugas kementerian yang meliputi: 

a. perumusan kebijakan serta koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis 

strategis, penguatan daya saing dan sinergi, 

penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan 

berkelanjutan, dan restrukturisasi sektor 

Industri. 

b. perumusan kebijakan serta koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis 

strategis, penguatan daya saing dan sinergi, 

penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan 

berkelanjutan, dan restrukturisasi sektor Jasa. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

dilaksanakan oleh Wakil Menteri I. 

(3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dilaksanakan oleh Wakil Menteri II. 

 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan sebagian tugas kementerian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Wakil 

Menteri I menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha, 

penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya 

saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan 

pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi 

badan usaha milik negara sektor Industri; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif 

bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, 
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